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BAB III 

            PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, disimpulkan bahwa penerapan 

jaminan reklamasi sudah dilakukan dan mematuhi ketentuan Permen 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, serta 

tidak menemukan hambatan. Hanya saja, upaya reklamasi untuk 

mencegah kerusakan lingkungan belum dijalankan secara maksimal 

karena tidak semua ketentuan dalam peraturan telah dilaksanakan oleh 

PT Marunda Grahamineral. Seharusnya di beberapa titik tambang 

tersebut ini sudah wajib dilakukan reklamasi, tetapi harus ditunda dan 

hanya dapat dilakukan penghijauan karena kegiatan penambangan masih 

berlangsung. Kegiatan penambangan tidak selesai tepat waktu sesuai 

rencana karena produksi hanya mencapai 1.750.000 Ton, sedangkan 

rencana produksi seharusnya 2.000.000 Ton. Tetapi dibeberapa titik 

tambang yang tidak  lagi beroperasi sudah dilakukan reklamasi oleh PT 

Marunda Grahamineral.  

B.  Saran  

1. Pemerintah Pusat yaitu Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi 

bersama Pemerintah Daerah diharapkan tetap melakukan 

pengawasan yang efektif dan intensif, peninjauan langsung, dan 
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penilaian terhadap penerapan jaminan reklamasi yang menjadi 

tanggung jawab perusahaan pertambangan, khususnya PT Marunda 

Grahamineral. 

2. Bagi PT Marunda Grahamineral diharapkan dapat meningkatkan 

produksi batubara sehingga kegiatan penambangan dapat selesai 

tepat waktu sehingga setelah kegiatan penambangan selesai 

beroperasi titik tambang tersebut dapat segera dilakukan reklamasi. 

Diharapkan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan maksimal 

sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi perusahaan 

pertambangan yang lainnya berkaitan dengan jaminan reklamasi hal 

ini juga sebagai upaya menjaga nama baik perusahaannya. 
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